
 

 

                                                                    

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana 

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana 

Kejahatan adalah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang 

terhadap orang lain yang dapat merugikan korbannya dan dapat menghilangkan 

ketentraman. Berbagai macam tindak pidana kejahatan semakin berkembang dan 

marak terjadi diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Pada dasarnya 

kehadiran hukum pidana di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk 

memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam 

melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Maka dari itu dengan adanya hukum 

pidana dapat minimalisir adanya kejahatan dalam masyarakat. 

Untuk mendeskripsikan mengenai hukum pidana tidaklah mudah, oleh karena itu 

para ahli hukum memberikan definisi dengan cara pandang, batasan, dan ruang 

lingkup hukum pidana yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan masing-

masing. Maka tidak heran jika banyak dijumpai mengenai pengertian hukum 

pidana yang berbeda-beda. 

Menurut Sotochid Kartanegara bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari 

sudut : 

a. Hukum pidana dari arti objektif (ius poelane) 

b. Hukum pidana dari arti subjektif (ius puniendi). (Ishaq,Cet.4,2017: 127) 
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Menurut Sudarto, ahli hukum pidana mendefinisikan hukum pidana sebagai 

hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengakibatkan kepada 

perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat hukum pidana. 

Serupa dengan hal demikian, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) berisi dua hal pokok sebagai berikut :  

1. Memuat pelukisan-pelukisan dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana 

yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah 

Negara menyatakan kepada umum dan juga kepada aparat penegak hukum, 

perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan dan 

mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan 

perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi 

tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, 

yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang 

merugikan. 

Sudarto mengartikan hukum pidana sebagai hukum pidana materil, yakni 

berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. 

Menurut Adam Chazawi mengemukakan hukum pidana sebagai bagian dari 

hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang : 

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan 

perbutan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) yang disertai dengan 

ancaman sanksi pidana berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan 

tersebut. 
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2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si 

pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada 

larangan perbuatan yang dilanggar. 

3. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan Negara 

melalui alat-alat perlengkapanya (misalnya polisi,jaksa,hakim), terhadap yang 

disangka dan didakwa sebagai cpelanggar hukum pidana dan dalam rangka 

usaha, menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap 

dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh 

tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi 

dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara 

menegakkan hukum pidana tersebut. 

 (Ali,2011: 3-4) 

  

Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut : 

1. Hukum pidana materil merupakan aturan tertulis yang memuat tindakan-

tindakan apa saja yang dilarang dan apa yang dikerjakan. 

2. Hukum pidana formil ialah aturan yang digunakan untuk mempertahankan 

hukum pidana materil dan pelaksana dari Hukum Pidana Materil. 

(Windari,2017: 94) 

 

2.1.1 Tujuan Hukum Pidana 

Dengan adanya hukum pidana maka di dalamnya pasti terdapat tujuan mengapa 

hukum pidana itu ada hukum itu sendiri bertujuan mengatur segala pergaulan 

hidup secara damai. Hukum menghendaki adanya perdamaian yang tercipta di 

dalam masyarakat. (Prastyo,2018: 22) 
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Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang 

perseorangan atau hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan 

masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau 

tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang 

pihak lain. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja 

individu tetapi juga Negara, masyarakat harta benda milik individu. Mengenai 

tujuan hukum pidana dikenal terdapat 2 (dua) aliran, sebagai berikut : 

1. Untuk menakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak 

baik (aliran klasik). 

2. Untuk mendidik orang yang sudah pernah melakukan perbuatan tidak baik 

menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya 

(aliran modern). 

Menurut aliran klasik tujuan tindak pidana adalah untuk melindungi individu dari 

kekuasaan penguasa Negara, sedangkan aliran modern tujuan hukum pidana 

adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan. (Imaniyati dan Adam,2018: 

155) 

 

Dari paparan tujuan hukum diatas bawasannya tujuan utama ialah melindungi 

masyarakat dari kejahatan dan menimimalisir adanya kejahatan, dan berharap 

dengan adanya hukum pidana seseorang akan takut untuk dipidana sehingga 

masyarakat akan merasa lebih tentram dan aman. 

2.2  Tinjauan Umum Tindak Pidana  

2.2.1  Pengertian Tindak Pidana 
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Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan strafbaarfelt. Namun tidak 

dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai 

strafbaarfelt. Oleh karena itu banyak pengertian mengenai strafbaarfelt menurut 

pada ahli. Istilah “delik” disininonimkan dengan tindak pidana yang berasal dari 

bahasa latin “delictum”. Delik ialah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan 

karena kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya 

diancam dengan sanksi pidana.  

Menurut Moeljatno menyatakan pengertian tindak pidana ialah perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar 

larang tersebut. Dengan demikian menurut Moejatno dalam tindak pidana 

terdapat :  

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 

b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang; 

c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum); 

d. Harus di lakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; 

e. Perbuatan itu harus dapat diselesaikan kepada si pembuat. 

Menurut Pompe, strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu 

pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja 

maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan hukum”. 
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Menurut Simons, strafbaarfeit itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang 

telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. (Imaniyati dan 

Adam,2018: 165) 

Pengertian tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan moral 

kemanusiaan, merugikan masyarakat, asocial sifatnya melanggar hukum serta UU 

pidana. (Kartini kartono,1981: 137) 

Dengan paparan pengertian menurut para ahli hukum diatas pengertian sederhana 

dari tindak pidana ialah pelaku manusia yang dilarang oleh adanya peraturan 

hukum, larangan dan juga disertai hukuman atau sanksi yang akan diberikan 

kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut. 

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Unsur objektif ialah 

berkaitan dengan keadaan pelaku, berdasarkan dari sifat melanggar hukum dan 

juga kualitas pelaku. Sedangkan unsur subyektif ialah unsur yang terjadi dari 

dalam diri pelaku tersebut yang terkandung di dalam hatinya. 

 

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu, sebagai berikut : 

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dulos atau culpa); 
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2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang 

dimaksud da lam pasal 53 ayat (1) KUHP “Mencoba melakukan kejahatan 

dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan 

pelaksanaan, dan tidak selesainnya pelaksanaan itu, bukan semata-mata 

disebabkan karena kehendaknya sendiri” ; 

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam 

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-

lain;  

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang terdapat 

didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP; 

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana 

menurut pasal 308 KUHP. 

Dan yang kedua yaitu unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah, sebagai 

berikut : 

1. Sifat melawan hukum atau wederrechtrlicjkheid; 

2. Berdasarkan keadaan pelaku, misalnya keadaan sebagai pengurus komisaris 

dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP; 

3. Hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu 

kenyataan sebagai akibat atau Kausalitas. 

 

Menurut Van Hamael meliputi lima unsur antara lain : 

1. Di ancam dengan pidana oleh hukum; 

2. Bertentangan dengan hukum; 

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld); 
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4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya; 

5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum. (Sunarso,Ed.1,2015: 

167) 

Perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur rumusan suatu tindak pidana 

tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana berikut : 

1. Alasan pemaaf, jika pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, misal orang 

sakit ingatan melakukan pembunuhan. 

2. Alasan pembenar, jika perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, misalnya 

eksekutor pidana mati menjalankan perintah dinas. 

2.3 Tinjauan Umum Sanksi Pidana  

2.3.1 Pengertian Sanksi Pidana 

Apabila seseorang melakukan tindak pidana kejahatan atau perbuatan melawan 

hukum maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman berupa sanksi pidana. 

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam 

pertimbangan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dinyatakan bersalah 

melakukan perbuatan pidana. (Ali,2011: 3) 

Menurut Henry Campbell Black “Black Law Dionary” sanksi pidana merupakan 

punishment attached to conviction at crimes such fine, probatio, and sentence 

atau diartikan suatu tindak pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu 

penjahat atau kejahatan seperti dengan denda, pidana pengawasan dan pidana 

penjara. (Ali,2011: 194-195) 
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Berdasarkan uraian singkat di atas bawasannya sanksi pidana berupa pengenaan 

hukuman suatu kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu 

kejahatan dan akan melalui proses pengadilan oleh kekuasaan hukum. 

2.3.2  Jenis -Jenis Sanksi Pidana 

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi :  

Pidana terdiri atas : 

a. Pidana pokok 

1. Pidana mati; 

2. Pidana penjara; 

3. Kurungan; 

4. Denda. 

b. Pidana tambahan  

1. Pencabutan hak-hak tertentu;  

2. Perampasan barang-barang tertentu; 

3. Pengumuman putusan hakim. (Pasal 10 buku ke I KUHP) . 

Di antara jenis-jenis sanksi tersebut, konsep merencanakan juga, jenis sanksi 

khusus untuk anak yang juga akan terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, 

dan pidana tindakan. sanksi tindak pidana terhadap anak tidak ada pidana mati 

dan pidana penjara seumur hidup. (Arif,2011: 153)  

Pengertian pidana mati adalah bentuk sanksi pidana yang paling tua dan paling 

diminati untuk dikaji oleh para ahli hukum karena banyak mengandung karena 

dinilai mempunyai nilai kontradiksi antara yang setuju dan tidak setuju. Delik 



16 

 

                                  

 

yang diancam sanksi pidana mati di dalam KUHP terdiri dari 9 pasal, ialah 

sebagai berikut : 

1. Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden); 

2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau 

berperang; jika permusuhan itu dilakukan atau berperang); 

3. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang); 

4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau menganjurkan huru-hara); 

5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker terhadap raja atau presiden atau kepala 

Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut); 

6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana); 

7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 

luka berat atau mati); 

8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang 

mengakibatkan kematian); 

9. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat 2 KUHP (kejahatan penerbangan 

dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan). (Ali,2011: 196) 

Menurut pasal 18 KUHP tentang pidana kurungan:  

1. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun; 

2. Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau 

pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah 

menjadi satu tahun empat bulan; 

3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. 
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Pidana penjara merupakan pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang 

terpidana yang dilakukan dengan menempatkan terpidana tersebut di dalam 

sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus 

menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar hukum. 

(Ali,2011: 196) 

Berdasarkan Pasal 12 KUHP : 

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu; 

2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama 

lima belas tahun berturut-turut; 

3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun 

berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih 

antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu 

tertentu begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab 

tambahan pidana karena perbarengan (concurus), pelarangan (residive) atau 

karena yang ditentukan dalam pasal 52; 

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua 

puluh tahun. (Pasal 12 buku ke I KUHP). 

Pidana denda menurut Andi Hamzah pidana denda merupakan bentuk pidana 

tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati. (Ali,2011: 

198) 

Menurut pasal 31 KUHP : 
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1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas 

waktu pembayaran denda. 

2. Setiap waktu ia berhak dilepas dari kurungan pengganti jika membayar 

dendanya. 

3. Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah dan mulai 

menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian 

kurungan bagian denda yang telah dibayar. (Pasal 31 buku ke II KUHP) 

2.4 Tinjauan Umum Penggelapan 

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 

Istilah penggelapan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana pasal 372 “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 

barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 

tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena 

penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling 

banyak Sembilan ratus rupiah. (Pasal 372 buku ke II KUHP) 

Menurut Drs.P.A.F Lamintang,S.H. Pengertian penggelapan ialah lebih tepatnya 

apabila orang memakai perkataan “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan 

kepercayaan” untuk memberikan nama kepada jenis-jenis kejahatan seperti yang 

diatur di dalam Buku ke II Bab ke XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

tersebut, dengan alasan bahwa setiap orang akan segera data mengetahui 

perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam dengan hukuman menurut 

pasal-pasal yang terdapat didalam Bab ke XXIV, tanpa harus mendefinisikannya 

terlebih dahulu.  



19 

 

                                  

 

Dr.C.B van HAERINGEN, seorang guru besar pada Rijks universiteit di Utrecht 

misalnya, memberikan arti kepada istilah “verduistering” atau “penggelapan” itu 

sebagai “geheel donker maken” ataupun sebagai ‘uitstraling van licth beltten“ 

yang artinya “membuat segalanya menjadi gelap” atau “menghalangi 

memancarkan sinar”. (Lamintang dan Samosir,2010: 109) 

Beberapa ahli hukum masih dapat menerima istilah penggelapan dengan alasan 

bahwasanya hingga saat ini belum terdapat satupun perkataan yang dianggap 

tepat. Bahkan dikatakannya bahwa istilah telah “ingeburgerd” atau diterima oleh 

umum, menurut Drs.P.A.F Lamintang,S.H. Sikap seperti itu bukanlah merupakan 

sikap yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan bagi 

perkembangan hukum di negara kita. Kejahatan “penggelapan” itu sendiri, 

seperti yang dikenal didalam Wetboek Van Strafrect Belanda dewasa ini dan 

kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “penggelapan” 

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dahulu kala berasal dari 

buku Germania. (Lamintang dan Samosir,2010: 110) 

2.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan 

Terdapat dua macam unsur-unsur tindak pidana penggelapan menurut rumusan 

pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain sebagai 

berikut : 

1. Unsur-unsur objektif 

a. Menguasai untuk dirinya sendiri atau zich toeeigenen; 

b. Suatu benda atau eenig goed; 
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c. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau 

datgeheel of ten deele aan een ander toebehort; 

d. Yang ada didalam kekuasaanya tidak karena kejahatan atau dat hij anders 

dan door misrijf onder zich heft; 

e. Secara melawan hak atau wderrechtelijk. 

2.  Unsur subjektif 

Dengan sengaja atau opzettelijk” 

Dari paparan beberapa unsur tindak pidana penggelapan diatas terlihatlah bahwa 

yang dilarang dan diancam dengan hukuman tersebut merupakan perbuatan “het 

zich toeeigenen” atau “menguasai bagi dirinya sendiri”. (Lamintang,2010: 111) 

2.4.3. Dasar-dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan 

1. Pasal 372 KUHP. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum 

mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang 

seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada 

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena 

penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda 

paling banyak enam piluh rupiah. 

2. Pasal 373 KUHP. Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila 

yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh 

lima rupiah, dikenai, sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling 

lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.  

3. Pasal 374 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang 

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja 
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atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun. 

4. Pasal 375 KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena 

terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, 

pengampu, penggurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga 

sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku 

demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 

5. Pasal 376 KUHP. Ketentuan pasal 376 berlaku bagi kejahatan-kejahatan 

yang dirumuskan dalam bab ini 

6. Pasal 377 KUHP. (1) Pada waktu pemidanaan karena salah satu kejahatan 

yang dirumuskan dalam pasal 372,374 dan 375 KUHP, hakim dapat 

memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak 

tersebut pasal 35 no. 1-4. (2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan 

pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian 

itu. (Moeljatno,2016: 132-134) 

 

2.5 Tinjauan Umum Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. 

Perkataan penegakan hukum memiliki konotasi menegakkan, melaksanakan 

ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas 

penegakkan hukum adalah suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-

konsep yang abstrak menjadi kenyataan. (Ishaq,Cet.2,2008: 244) 

Dalam menegakkan hukum terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu 

kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo 
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dalam bukunya Masalah Penegakkan Hukum, menyatakan bahwa penegakan 

hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide 

itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. (Rusli,2018: 251) 

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha 

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat 

penindakan secara teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat 

penegak hukum, sehingga dapat tercipta suasana aman, damai, dan tertib demi 

untuk pemantapan dan kepastian hukum dalam masyarakat. (Soeharto,2000: 45) 

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan 

mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, 

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan 

hidup. (Ishaq,Cet.2,2008: 244) 

Menurut Soerjono Soekanto Terdapat lima faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakkan hukum antara lain : 

1. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-

undang saja; 

2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan 

hukum; 

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
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4. Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; 

5. Kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup. (Ishaq,Cet.2,2008: 245) 

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila lembaga-lembaga dan 

aparat penegak hukum mempunyai kapasitas dan kualitas yang mampu 

mendukung upaya penegakan hukum. Dengan adanya penegakan hukum mampu 

menciptakan ketentraman dan keamanan di dalam lingkungan masyarakat, baik 

dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan lain setelah 

terjadinya pelanggaran hukum 

Penegakan hukum di Indonesia, harus berarti penegakan hukum yang 

mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. 

(Rusli,2018:253 

 


